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Abstrak
 

Skripsi ini mengkaji permasalahan hukum dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi di

Indonesia, dengan tujuan mengusulkan mekanisme pengisian yang bebas dari intervensi politik. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis serta pendekatan

perbandingan hukum. Pengisian jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan

hal krusial dalam menentukan independensi kehakiman. Berdasarkan temuan, terdapat intervensi politik

yang dilakukan oleh DPR dalam pemilihan hakim agung yang ditunjukkan dalam pengambilan keputusan

subjektif dan ketidakpatuhan DPR terhadap aturan dalam pengisian hakim agung. Sedangkan dalam

pengisian hakim konstitusi, intervensi politik terjadi karena ketiadaan peraturan baku yang memungkinkan

penyelundupan hukum oleh Pemerintah dan DPR. Solusi yang diajukan melibatkan penambahan syarat

masa tenggang bagi anggota partai politik yang mendaftar sebagai calon hakim agung, penguatan sistem

nonrenewable term dan penambahan syarat masa tenggang bagi calon hakim konstitusi. Pemerintah juga

disarankan untuk mengatur penambahan ketentuan dalam UU tentang MK yang memaksa lembaga pengusul

membentuk mekanisme baku yang transparan, profesional, dan memprioritaskan independensi kekuasaan

kehakiman.

......This thesis examines legal issues in the appointment of Supreme Court and Constitutional Court judges

in Indonesia, aiming to propose a mechanism free from political intervention. The research employs a

doctrinal approach with analytical and comparative legal methods. The appointment of judges in the

Supreme Court and Constitutional Court is crucial in determining judicial independence. Findings indicate

political intervention by the DPR (People's Consultative Assembly) in the selection of Supreme Court

judges, evidenced by subjective decision-making and non-compliance with appointment regulations. In the

case of Constitutional Court judges, political intervention arises due to the absence of standardized

regulations, allowing legal smuggling by the Government and DPR. Proposed solutions involve adding a

cooling-off period for political party members applying for the position of Supreme Court judge,

strengthening the nonrenewable term system, and introducing a cooling-off period requirement for

Constitutional Court candidates. Additionally, it is recommended to amend the Constitutional Court Law to

compel proposing institutions to establish standardized mechanisms that are transparent, professional, and

prioritize judicial independence.
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